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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kejahatan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga dapat merusak generasi muda serta mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika melalui kebijakan hukum pidana yang tegas. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana bagi pelakunya.

Peredaran narkotika umumnya dilakukan melalui jaringan yang terorganisir dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda-beda. Salah satu peran yang sering ditemukan dalam praktik peredaran narkotika adalah kurir narkotika. Kurir biasanya bertugas mengantarkan atau memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain atas perintah pihak tertentu yang berada di atasnya dalam jaringan peredaran narkotika. Menurut Siswanto Sunarso, keberadaan kurir dalam jaringan narkotika sering dimanfaatkan oleh pelaku utama sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum secara langsung.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum serta adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Menurut R. Tresna, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila dapat dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai larangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan pidana penjara yang berat.
 Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang terlibat dalam penguasaan narkotika, termasuk mereka yang berperan sebagai kurir.

Dalam praktik penegakan hukum, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika sering menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa kasus kurir hanya bertindak sebagai perantara yang diperintahkan oleh pihak lain, bahkan tidak jarang mereka tidak mengetahui secara jelas jaringan yang lebih besar di balik peredaran narkotika tersebut. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana kurir menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara tepat dan proporsional. Menurut Indah Sri Utari, dalam perkara narkotika diperlukan analisis yang cermat terhadap peran masing-masing pelaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam salah satu perkara narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Langkat. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka bernama Daulat yang diduga terlibat dalam tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
 Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan oleh tersangka. Fakta tersebut menunjukkan adanya dugaan kuat keterlibatan tersangka dalam peredaran narkotika.

Dari keterangan tersangka dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Andre yang memintanya untuk mengantarkan barang tersebut kepada pihak lain. Tersangka mengaku dijanjikan imbalan sejumlah uang apabila berhasil mengantarkan narkotika tersebut kepada orang yang dituju.
 Hal ini menunjukkan bahwa tersangka diduga berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai pihak yang bertugas mengantarkan barang kepada penerima.

Keterlibatan kurir dalam peredaran narkotika menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan terhadapnya. Dalam hukum pidana, seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pompe menjelaskan bahwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, setiap pelaku harus dinilai berdasarkan peran dan kontribusinya dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Selain itu, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Jika seorang kurir mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sebaliknya, jika ia tidak mengetahui isi barang tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kesalahan merupakan unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa peran kurir dalam tindak pidana narkotika memiliki implikasi hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana hukum pidana mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika, khususnya dalam kasus penguasaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Tindak Pidana Penguasaan Sabu (Studi Kasus di Polres Langkat)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu yang ditangani oleh Polres Langkat?
3. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu berdasarkan hasil penyidikan di Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu menurut hukum pidana di Indonesia.
2. Mengkaji proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu yang ditangani oleh Polres Langkat.
3. Menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu berdasarkan hasil penyidikan di Polres Langkat.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu di Polres Langkat. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Langkat, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tepat, khususnya dalam membedakan peran kurir dengan pelaku utama dalam tindak pidana narkotika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, dan akuntabel dalam penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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